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PENDAHULUAN



Tantangan Pembangunan Infrastruktur

Jumlah anggaran
dan/atau paket

pekerjaan meningkat

Pembangunan 
infrastruktur semakin 

kompleks

Percepatan dan 
transparansi 

pembangunan infrastruktur

Memerlukan metode baru 
dan teknologi sebagai 

pendorong percepatan dan 
transparansi dalam 

penyelenggaraan infrastruktur 
yang semakin kompleks

data yang konsisten dan 
akurat dari berbagai 

stakeholder dalam proyek 
konstruksi akan digunakan 

sebagai acuan dalam 
pengambilan keputusan 
(based-on-data decision 

making)

SDM yang mumpuni, 
berdaya saing, dan 

tanggap terhadap dinamika 
inovasi, serta dapat 

mengoptimalkan 
penggunaan inovasi secara 

berkelanjutan

Pemanfaatan Teknologi 
untukTransformasi 

Digital



Tantangan Penyediaan Infrastruktur Nasional

Tepat biaya

Tepat mutu

Tepat waktu

Tepat manfaat

Tepat administrasi



Pemanfaatan teknologi harus 
memberikan nilai tambah bagi 

pelaksanaan pembangunan infrastruktur, 
bukan sekedar ikut-ikutan atau 

mengikuti tren sesaat. Industri 4.0 hanya 
instrumen, justru dibelakangnya harus 

ada Sumber Daya Manusia (SDM) yang 
handal.

Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc

Disampaikan pada Kegiatan “Upaya Perluasan Penerapan BIM pada 
Pembangunan Infrastruktur PUPR”, pada Maret 2021.

ARAHAN MENTERI PUPR



• Peningkatan efisiensi proses 
perancangan & pembangunan

• Peningkatan transparansi & 
akurasi perhitungan

• Meminimalisir risiko proyek 
(perencanaan hingga pelaksanaan)

Building Information 
Modelling (BIM)

Kehandalan 
Infrastruktur & 

Peningkatan Daya 
Saing Infrastruktur

“Metode yang mengintegrasikan 

model virtual berikut data teknisnya 

dan mensimulasikan seluruh 

informasi pada sebuah proyek 

pembangunan kedalam model 3 
dimensi.”



▪ Building Information Modelling (BIM) 

memungkinkan desainer dan pelaksana untuk 

berkolaborasi dari jarak jauh, memberikan 

fleksibilitas bernilai besar.

▪ Penerapan BIM berkomitmen membantu dalam 

melakukan transformasi digital dan untuk 

mendorong pemanfaatan solusi digital dalam 

sektor konstruksi.

Sumber : Konstruksi Media, 25 Agustus 2021

PEMANFAATAN BIM PADA SEKTOR KONSTRUKSI

BIM tidak hanya dipandang sebagai 

aplikasi namun sebuah system pada setiap 

tahapan, sehingga JANGAN TERJEBAK 

pada Aplikasi

!!!!



DIMENSI BIM

• Aerial Imaginary 
Setup

• Surface Setup
• Existing 

Condition Setup

BIM 
Level 

2D

• Establishing Existing 
Condition

• Sketch Object

BIM 
Level 

3D

• Design 
Validation

BIM 
Level 

4D

• Quality Control
• Quality Assurance

BIM Level 
5D 

(Detailed 
Cost)

• Aerial Imaginary Setup
• Surface Setup
• Existing Condition Setup

BIM Level 6D 
(Energy 

Analysis)

• Asset Database 

• Reconstruction/ 
maintenance 
management

BIM Level 7D 
(Facility and Asset 

Management)
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REGULASI PEMANFAATAN BIM



Peraturan 
Pemerintah 
Nomor 16 
Tahun 2021

1

Peraturan 
Menteri PUPR 
Nomor 22 
Tahun 2018

2

Peraturan 
Menteri 
PUPR Nomor 
9 Tahun 20213

SE Direktur 

Jenderal Bina 

Marga No. 

11/2021

4

Instruksi 

Menteri PUPR 

Nomor 

4/IN/M/2022

5

SE DJSDA 

Nomor 4 

Tahun 2023

6

Pedoman

Implementasi BIM 

Bidang Jalan

No. 

12/P/BM/20237

Pedoman

Penyusunan

KAK Penyedia

Jasa Konsultasi

Perencanaan

No.02/P/BM/

2023

    

8

SKKNI 
Nomor 3 

Tahun 20239

SOP Implementasi

BIM di IKN 202210

Regulasi BIM

SOP Integrasi Data 

BIM PUPR Nomor 

93/SOP/BDI/2023

11



REGULASI BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM)

PP No. 16 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PUPR No. 22 
Tahun 2018:

Penggunaan Building Information Modelling (BIM) 
wajib diterapkan pada BGN tidak sederhana dengan 

kriteria luas di atas 2.000 m2 dan di atas 2 lantai

!!

2)   Padat teknologi, dengan kriteria pekerjaan:
a) Bangunan bertingkat menengah dan tinggi;
b) Teknologi tidak sederhana dan risiko tinggi;
c) Bahan bangunan non standar;
d) Memerlukan peralatan mekanik dan elektrik;
e) Wajib menggunakan BIM paling sedikit 

sampai dimensi kelima; dan
f) Dilakukan oleh penyedia jasa paling sedikit 

klasifikasi menengah dengan melibatkan 
quantity surveyor dan manajemen konstruksi.

3) Padat modal, dengan kriteria pekerjaan:
a) Bangunan pencakar langit dan super tinggi;
b) Teknologi dan risiko tinggi;
c) Bahan bangunan khusus;
d) Memerlukan peralatan khusus dan canggih;
e) Wajib menggunakan BIM sampai dimensi 

kedelapan; dan
f) Dilakukan oleh penyedia jasa klasifikasi besar 

dengan melibatkan quantity surveyor dan 
manajemen proyek, dan manajemen konstruksi.



Penggunaan Building Information Modelling (BIM) wajib 
diterapkan pada Bangunan Gedung Negara tidak sederhana 
dengan kriteria luas diatas 2000 m2 (dua ribu meter persegi) 
dan diatas 2 (dua) lantai. Keluaran dari perancangan merupakan 
hasil desain menggunakan BIM untuk:
a. gambar arsitektur
b. gambar struktur
c. gambar utilitas (mekanikal dan elektrikal)
d. gambar lansekap
e. rincian volume pelaksanaan pekerjaan
f. rencana anggaran biaya

LAMPIRAN PERMEN PUPR NOMOR 22/PRT/M/2018

REGULASI BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM)



a. BIM digunakan sebagai basis pengambilan keputusan dalam proses perencanaan, pelaksanaan konstruksi dan masa operasi bangunan 

serta masa pembongkaran dan pembangunan kembali

b. Prinsip penerapan BIM: (1) Informatif; (2) Interoperability; (3) Kolaboratif; (4) Keberlanjutan

c. Pemodelan bangunan: (1) Perancangan/desain bangunan dengan menggunakan aplikasi/software yang dapat digunakan untuk menghasilkan 

dan/atau memanfaatkan model tiga dimensi (3D) sebagai dasar pembuatan informasi pada setiap tahapan pembangunan fisik yang memenuhi 

prinsip penerapan BIM; (2) Terhadap model 3D dapat dilakukan clash detection serta analisis energi, efisiensi material, dan analisis keberlanjutan 

lainnya

d. Kolaborasi dan Koordinasi melalui Common Data Environment (CDE): (1) CDE adalah platform digital yang menjadi pusat sumber informasi 

dan pertukaran informasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan informasi digital untuk seluruh tim proyek; (2) CDE 

harus memiliki kemampuan untuk membuka model 3D dalam bermacam format file; (3) CDE mempunyai fitur kontrol akses

Lampiran Permen PUPR 
No. 9 Tahun 2021

Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan dilakukan secara terpadu dan efisien dengan memperhatikan: 

a. Prinsip Konstruksi Ramping; dan/atau 

b. Penggunaan teknologi pemodelan informasi bangunan (Building Information Modelling)

Pasal 6 ayat (3) 

Permen PUPR No. 9 Tahun 2021

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan
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KEBIJAKAN PEMANFAATAN BIM 
DI KEMENTERIAN PUPR



RENCANA IMPLEMENTASI DIGITALISASI

Kementerian PUPR secara resmi mulai mengadopsi BIM dalam pembangunan infrastruktur pada Tahun 2017.

Berbagai kebijakan (Affirmative Policy) dibentuk dalam rangka mendukung Roadmap Konstruksi Digital 

Indonesia 2017-2024, yang meliputi 4 (Empat) milestones, yaitu:

ADOPSI DIGITALISASI KOLABORASI INTEGRASI

▪ Adopsi BIM pada semua 

stakeholder konstruksi;

▪ Penyusunan Standard BIM 

Nasional (SNI);

▪ BIM sebagai Standar 

Kurikulum dan Kompetensi 

(SKKNI) untuk Universitas & 

Asosiasi Profesi.

▪ Perizinan konstruksi secara 

digital (OSS/SKKK Online);

▪ Monitoring dan supervisi 

konstruksi secara digital (VR, 

AR, Drone, Internet of Things, 

dan sebagainya);

▪ Dimulainya pasar digital untuk 

sektor kontrusi (material, alat, 

jasa, dan sebagainya).

▪ Standar aturan terkait 

kolaborasi pada Industri 

konstruksi;

▪ Implementasi VDC (konstruksi 

Virtual) dan Lean Construction 

sebagai dasar dari kolaborasi;

▪ Implementasi BIM mulai 3D 

sampai dengan 7D 

(Operation& Maintenance).

▪ Implementasi Cloud 

Construction Management;

▪ Integrasi sistem proses 

konstruksi (perizinan, claim, 

commisioning, handover, dll).



ARAHAN PRESIDEN DALAM 
PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA

Sumber : KOMPAS.COM Tentang Arahan Presiden RI Dalam Pembangunan Ibu Kota Negara

❑ Konsep pembangunan IKN 

berupa smart forest city 

sehingga dikelola dengan 

teknologi modern.

IKN sebagai 

playground 

dalam optimalisasi implementasi 

digitalisasi 4.0



ARAHAN MENTERI DALAM PENYIAPAN 

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IKN DENGAN BIM 

Arahan Bapak Menteri untuk segera menyiapkan paket-paket tender kegiatan pembangunan 

infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) dengan metode Building Information Modelling (BIM).

Penerapan BIM dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur merupakan penjabaran arahan 

Bapak Presiden RI untuk mendorong budaya dan cara kerja di IKN. Dengan diterapkannya BIM, 

diharapkan dapat mempermudah koordinasi dan integrasi lintas sektor, meningkatkan efisiensi proyek, 

mempermudah pengendalian pelaksanaan konstruksi s/d serah terima dan pemanfaatan asset oleh 

Otorita IKN. 

Tuntutan terhadap kesiapan ASN PUPR khususnya level teknis maupun 

eksekutif dan SDM PBJ yang akan mengelola kegiatan pembangunan 

infrastruktur di IKN, selain memiliki kompetensi teknis, juga memahami 

metode BIM.

Mendorong Penyedia Jasa untuk melakukan peningkatan kapasitas 

penguasaan BIM, terutama yang akan berpartisipasi pada 
pembangunan infrastruktur PUPR di IKN.

01

02

03

04

Memberikan peningkatan kompetensi bagi calon tenaga kerja 

konstruksi di wilayah Kalimantan khususnya untuk bidang Building 
Information Modelling (BIM)

05



IMPLEMENTASI BIM DI PROYEK

Proyek Bendungan PIDEKSO merupakan 

salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang 

terletak di provinsi Jawa Tengah,di Kabupaten 

Wonogiri tepatnya di desa Pidekso. Proyek ini 

dibawahi oleh Balai Besar Wilayah Sungai 
Bengawan Solo.
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PEMBINAAN DAN PENYIAPAN 
SDM KONSTRUKSI BIDANG 

BIM



Penyusunan Regulasi 

dan Kebijakan Bidang 

BIM

❑ Penyusunan standar 

protokol dan 

pedoman penerapan 

BIM

❑ Pemetaan penerapan 

BIM

❑ Pelaksanaan 

pemantauan dan 

evaluasi penerapan 

BIM

❑ Penyiapan Infrastruktur 

teknologi BIM dan 

integrasi system di 

Pusdatin PUPR

Peningkatan 

Kompetensi SDM 

Konstruksi

❑ Penyusunan standar 

kompetensi bagi 

tenaga kerja konstruksi

❑ Penetapan jabatan 

kerja pada bidang 

BIM

❑ Menjalin Kerjasama 

dengan stakeholder

❑ Pelaksanaan 

pelatihan bagi tenaga 

kerja konstruksi dan 

calon tenaga kerja 

konstruksi

UPAYA AKSELERASI IMPLEMENTASI BIM



22

SKKNI BIDANG BIM

Penetapan SKKNI 

Bidang Building 

Information 

Modelling 
Nomor 3 Tahun 2023
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DAFTAR UNIT KOMPETENSI BIDANG BIM
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DAFTAR UNIT KOMPETENSI BIDANG BIM

Link SKKNI Kemenaker : https://skkni.kemnaker.go.id/dokumen
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DAFTAR UNIT KOMPETENSI BIDANG BIM



Keputusan Direktur 
Jenderal Bina 

Konstruksi
Nomor 

33/KPTS/Dk/2023

Tentang 

Penetapan Jabatan 
Kerja dan Konversi 

Jabatan Kerja 
Eksisting serta 

Jenjang Kualifikasi 
Bidang Jasa 
Konstruksi

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Dapat diakses pada : https://binakonstruksi.pu.go.id/pengumuman/surat-keputusan-direktur-jenderal-bina-konstruksi-nomor-33-tahun-2023/



Tingkatan Kompetensi Berdasarkan SKKNI
dalam mendorong penerapan BIM

Perlu adanya SDM yang kompeten 

sesuai dengan standar kompetensi

Merencanakan dan 

mengendalikan 

BIM organisasi

Merencanakan dan 

mengendalikan 

BIM dalam proyek

Mengatur 

aspek teknis 

BIM proyek

Mengelola 

data BIM lintas 

dimensi

Memproduksi 

data model

Mengelola 

pemodelan 

BIM

Ahli :

Manager BIM

Teknisi / Analis:

Koordinator BIM

Operator : Modeller BIM dan 

Juru Gambar BIM

Taktis – OperasionalStrategic



JABATAN KERJA KLASIFIKASI SAINS DAN REKAYASA TEKNIK 

(BERDASARKAN PP NOMOR 14 TAHUN 2021)

Sains dan 

Rekayasa 

Teknik

Investasi 

Infrastruktur

Komputasi 

Konstruksi

Peledakan

Klasifikasi Sub Klasifikasi

Kualifikasi Ahli : 

Manajer BIM

Kualifikasi Jabatan kerja

Kualifikasi Teknisi / 

Analis : 

❑ Koordinator BIM

Kualifikasi Operator: 

Juru Gambar BIM

Jenjang 7 

dan 8

Jenjang 4 

dan 5

Jenjang 2 

dan 3

Kualifikasi Teknisi / 

Analis : 

❑ Modeler BIM

Jenjang 6

Jenjang Kualifikasi



Keputusan 
Direktur Jenderal 
Bina Konstruksi

Nomor 
33/KPTS/Dk/2023

Tentang 

Penetapan Jabatan 
Kerja dan Konversi 

Jabatan Kerja 
Eksisting serta 

Jenjang Kualifikasi 
Bidang Jasa 
Konstruksi

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI



Building Information Modelling (BIM)



Building Information Modelling (BIM)



Building Information Modelling (BIM)

Dapat di akses pada : https://binakonstruksi.pu.go.id/dokumen-skkni/



KERJASAMA ANTARA DJBK DENGAN TRIMBLE SOLUTION 

MOU dan PKS  DJBK dengan Trimble Solution dalam rangka 
mendukung pelaksanaan pelatihan bidang Building Information 
Modelling dengan software Tekla Structures & Trimble Connect



KERJASAMA ANTARA DJBK DENGAN TRIMBLE NAVIGATION

MOU dan PKS  DJBK dengan Trimble Navigation dalam rangka 
mendukung pelaksanaan pelatihan bidang Building Information 

Modelling khususnya pada bidang geospasial



TARGET PESERTA PELATIHAN BIDANG BIM

PENYEDIA JASA 

DAN VOKASI

❑ Penyedia jasa 

terkontrak

❑ Lulusan SMK, 

Politeknik, dan 

Perguruan 

Tinggi

ASN MANAJERIAL

❑ Kepala Balai / 

Kasubdit 

❑ Eselon II / 

Direktur / 

Kepala Pusat

❑ Eselon I     

CALON 
INSTRUKTUR

❑ ASN 

❑ Akademisi     

Mendorong Jenjang Vokasi ( SMK, Politeknik, dan Perguruan Tinggi) untuk dapat 

terlibat dalam pelatihan Building Information Modelling, sehingga memiliki 
kemampuan terkait implementasi BIM pada proyek konstruksi

ASN PELAKSANA 

TEKNIS

❑ PPK
❑ Kasatker 

❑ Pokja PBJ      



Implementasi BIM sesuai Instruksi Menteri

Mendorong Implementasi BIM pada Peningkatan Tata 

Kelola Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pada Proyek 

Strategis Nasional sejak tahap perencanaan sampai 

tahap operasi dan pemeliharaan.

1

2
Mendorong pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan 

Sertifikasi penggunaan teknologi BIM

3
Mendorong penetapan R-SKKNI Bidang BIM menjadi 

SKKNI ke Kementerian Ketenagakerjaan

INSTRUKSI MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

NOMOR 4 /IN/M/2022 TENTANG 

STRATEGI PENCEGAHAN RISIKO PENYIMPANGAN 

DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN 

PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2022-2024 



1

Kesiapan Pelaksanaan Sertifikasi

Lembaga Sertifikasi 

Profesi (LSP)

Berdasarkan 

SKKNI/SKK Khusus/ 

SKI

Pelaksanaan 
Sertifikasi Building 

Information 
Modelling (BIM)

SKEMA

MATERI UJI 
KOMPETENSI (MUK)

ASESOR

TEMPAT UJI 
KOMPETENSI (TUK)



Kesiapan Pelaksanaan Sertifikasi

Keputusan Direktur 
Jenderal Bina 

Konstruksi
Nomor 

33/KPTS/Dk/2023

Tentang 

Penetapan Jabatan 
Kerja dan Konversi 

Jabatan Kerja 
Eksisting serta 

Jenjang Kualifikasi 
Bidang Jasa 
Konstruksi

Dalam hal Standar 
Kompetensi Kerja 

Nasional Indonesia 
(SKKNI) belum 

terdapat pemaketan 
kompetensi, maka 

pemaketan 
kompetensi di setiap 
jabatan kerja yang 

belum diberikan 
rekomendasi lisensi 

akan ditetapkan lebih 
lanjut oleh LPJK.

Pedoman pemberian lisensi 
bagi LSP dalam rangka 

pelayanan Sertifikasi 
Kompetensi Kerja

SE LPJK Nomor 3 Tahun 2023



Kesiapan Pelaksanaan Sertifikasi



SE Nomor 214/SE/Dk/2022

2

Berdasarkan Surat Edaran 

(SE) Nomor 214/SE/Dk/2022 

Building Information 

Modelling (BIM) 
merupakan salah satu 

jabatan kerja dalam 

rangka mendukung IKN



SE DIRJEN BINA KONSTRUKSI NO. 214 TAHUN 2022

Diverifikasi oleh Asosiasi Profesi 

Terakreditasi sesuai dengan 

klasifikasinya

Diverifikasi oleh Balai Jasa 

Konstruksi Wilayah atau mitra



TERIMAKASIH

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 
DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI
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